ABSTRAK

Hadirnya SKB No. 5 Tahun 2020 antara Kemenpan RB, Kemendagri, BKN,
Bawaslu, dan KASN, mengharuskan Bawaslu melakukan penanganan terhadap
pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada dengan mekanisme seperti penanganan
pelanggaran Pemilihan, tentu keadaan ini membuat penambahan tupoksi yang
memberatkan Bawaslu itu sendiri, , yang juga harus melakukan penanganan
pelanggaran Pemilihan (kode etiks“administrasi, pidana Pemilihan) dalam waktu
yang terbatas yaitu 5 (lima)-hari kalender.

Tulisan hukumeini akan'dirumuskan dengan permasalahan bagaimana tugas
dan wewenang Bawaslu ‘dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada
Pilkada Jawa Tengah ‘Tahun 2020, dan bagaimana upaya terhadap kendala yang
dialami Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 pasca dikeluarkannya SKB
tersebut, sebagai wsulan upaya.yang dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan
penanganan pelanggaran nettalitas ASN pada Pilkada di Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif; dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, berdasarkan jenis
data sekunder dari bahan-bahan pustaka, yang dikumpulkan dengan metode studi
pustakag..dan- dilakukan. analisa dengan metode analisis data“kualitatif yang
dilakukan penyajian data dalam bentuk skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah tugas dan wewenang dari Bawaslu dalam
penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020, dimulai dari ketentuan mengenai adanya’kewenangan penerusan pada
instansi yang berwenang oleh Bawaslu terhadap pelanggaran bukan Pemilihan
sebagaimana tercantum dalam-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada, mekanisme penerusan dugaan pelanggaran bukan Pemilihan yang telah
disusun oleh Bawaslu dalam tahapan pelaksanaan sebagaimana terdapat dalam
Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, hingga konsepsi penanganan dan penerusan yang
kemudian dirumuskan melalui SKB-No. 5 Tahun 2020. Berangkat dari tugas dan
wewenang sebagaimana di.atas, maka penulis akan menguraikan pertentangan
konsep. serta kendala 'yang "dialami Bawaslu. pada tahapan pelaksanaan
kewenangannya dalam menangani pelanggaran netralitas ASN/ pada Pilkada,
seperti contohnya pada konsep registrasi dugaan pelanggaran, Bawaslu melalui
Perbawaslu. No. 8/Tahun 2020 merumuskan bahwahanya dugaan pelanggaran
Pemilihan saja yangakan diregister, dan.dilakukan penyusunan kajian, sedangkan
dalam SKB No. 5 Tahun 2020, mengharuskan Bawaslu melakukan registrasi pada
dugaan pelanggaran. netralitas’ ASN." Berdasarkan permasalahan-permasalahan
seperti di atas dan permasalahan.lain.yang nantinya diuraikan penulis pada
pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu pada Pilkada tahun 2020 terkhusus di
Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini akan memberikan usulan upaya terhadap
kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN
pada Pilkada di Indonesia, diantaranya mengembalikan pada konsep penerusan
pelanggaran bukan Pemilihan pada UU Pilkada dan Perbawaslu a quo serta
mencabut keberlakuan dari SKB a quo.
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